Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.AGM

>

~

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA ARGAMAKMUR
Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama
dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :
Penggugat, NIK 1703146505880001, tempat lahir Lubuk Tapang, 25 Mei

1988, agama lIslam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus
rumah tangga, alamat di Kabupaten Bengkulu Utara, email:
yosipuspitasari 654@gmail.com, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Sigit Pramono, SH Advokat pada Kantor
Hukum Sigit Pramono dan Rekan beralamat di RT. 017 RW.

009, Desa Giri Mulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten
Bengkulu Utara, email: sigitpramonobkl@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 2 Januari 2025
dan telah terdaftar pada  Kepaniteraan = Nomor
24/SK/30/Pdt.G/2025 Tanggal 8 Januari 2025 sebagai
Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat lahir Sukoharjo, 4 April 1977, agama Islam, pendidikan
SLTP, pekerjaan petani/pekebun, beralamat di Kabupaten
Bengkulu Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 2 Januari

2025 vyang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
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Argamakmur dengan register perkara Nomor 30/Pdt.G/2025/PA.AGM
tanggal 7 Januari 2025 yang pada pokoknya telah menerangkan hal-hal

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat / Tergugat adalah pasangan suamifistri yang
menikah tanggal 21 Agustus 2008, dihadapan pegawai kantor urusan
Agama Kecamatan KUA, Akta Nikah Nomor: nomor, setatus menikah
Penggugat janda dan Terguga jejaka;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat / Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkulu Utara, sampai
berpisah pada Juni 2024 karena perselisihan;
3. Bahwa selama hidup bersama Penggugat dan Tergugat telah bergaul
(ba’da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak, 1). Anak I, lahir di
Kota Bani, 10-6-2009, 2). Anak Il, lahir di Kota Bani, 2-7-2013, semua
anak dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kondisi rumah tangga awalnya berjalan rukun sudah selama
13 tahun, kemudian mulai Januari 2022 rumah tangga tidak lagi harmonis
dan sering terjadi perselisihan, penyebabnya:
- Pada tahun tersebut Tergugat mengalami kecelakaan berat
yang mengakibatkan Tergugat koma dan tidak bisa melakukan segala
aktifitas;
- Penggugat sudah merawatnya selama 2 tahun, ingatannya pun
sudah pulih, sudah bisa berbicara hannya saja belum bisa berjalan,
namun pada akhir tahun 2023 Penggugat sering mendapatkan kritikan
dari keluarga Tergugat agar Tergugat di pulangkan kerumah orang
tuanya;
5. Bahwa perselisihan terjadi secara terus menerus dan ikatan
pernikahan tidak dapat lagi dipersatukan, puncaknya pada Juni 2024,
Tergugat minta di pulangkan kerumah orang tuanya di Desa Bukit
Makmur, sudah selama 7 bulan berpisah tidak ada lagi hubungan
lahir/bathin;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan
keduanya namun tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai;
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7. Bahwa karena perselisihan ini, akibatnya dalam rumah tangga tidak
ada kebahagiaan lahir/batin dan juga tidak ada harapan bagi Penggugat
untuk kembali hidup bersama Tergugat;

8. Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan penceraian
sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun
1974 tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf e
dan f, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili
perkara ini untuk mengabulkan gugatan ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul
akibat perkara ini sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai
berikut :

PRIMAIR:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat Tergugat, terhadap
Penggugat Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah
datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah
datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau
Wakilnya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat
tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil
secara resmi dan patut ;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa
khusus tanggal 8 Januari 2025, fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta
fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan

aslinya;
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Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha
mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan
kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan
rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan
usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan meskipun ia telah
dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan
Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat
didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 6 Maret 2019, bukti tersebut

telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah

dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan

Tergugat Nomor nomor, tanggal 21 Agustus 2008, yang dikeluarkan

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

KUA, Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai cukup dan telah

dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya

(P.2);

Il. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu
rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah
sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:
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- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah sebagai Ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkulu
Utara sampai akhirnya berpisabh;

- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 2 orang anak, sekarang kedua anak tersebut dalam
asuhan Penggugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 mulai
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat
bertengkar karena Penggugat sering mendapatkan kritikan dari
keluarga Tergugat agar Tergugat di pulangkan kerumah orang
tuanya;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat
dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sejak bulan Juni 2024;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah
didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. saksi Il, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
petani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah
sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah sebagai tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkulu
Utara sampai akhirnya berpisabh;
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- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai 2 orang anak, sekarang kedua anak tersebut dalam
asuhan Penggugat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 mulai
terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat
bertengkar karena Penggugat sering mendapatkan kritikan dari
keluarga Tergugat agar Tergugat di pulangkan kerumah orang
tuanya;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat
dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
selama kurang lebih 7 bulan yang lalu;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah
didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun
lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya
menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, oleh karena
segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita
acara sidang perkara ini, maka majelis hakim menunjuk berita acara tersebut

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan
sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak
pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau
Wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan
materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang
masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isi surat kuasa berupa
pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan
ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan surat kuasa Penggugat
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan
Pasal 147 ayat (1) RBg., juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung
Republik Indonesial Nomor 6 Tahun 1994 juncto Pasal 32 Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat juncto Pasal 3, 4, dan 5 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai
sehingga Kuasa Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili
kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan
berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut
Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang
telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat
(2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan
jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar
bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan
Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses
mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung
RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak
dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau

menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah dan
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ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil
secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat pada awal rukun dan harmonis, namun
sejak awal tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan pada tahun tersebut Tergugat mengalami kecelakaan berat yang
mengakibatkan Tergugat koma dan tidak bisa melakukan segala aktifitas,
sehingga sejak lebih kurang 7 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal,

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban
Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah
hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang
sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil
atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang
benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan
Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan,
mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan
dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (de groten langen);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat
telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang
dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam
pertimbangan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 yang merupakan
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang menerangkan
bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Bengkulu Utara yang
merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Argamakmur sesuai dengan
ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah
diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama,;

Hal 8 dari 13 hal Put. No. 30/Pdt.G/2025/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.2), Majelis Hakim
menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik
yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya
sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan terbukti Penggugat
dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah
bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan

berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang
mana saksi-saksi tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi
saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah
sumpahnya, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi
syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 171-176 R.Bg.;

Menimbang, keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling
bersesuaian satu sama lainnya, dimana dua orang saksi tersebut mengenal
Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan kedua saksi mengetahui
keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis,
kedua saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak
kurang lebih 7 bulan yang lalu. Kesaksian mana relevan dengan dalil
gugatan Penggugat, maka kesaksian saksi-saksi dinilai patut untuk diyakini
kebenarannya dan dipandang telah memenuhi syarat materil alat bukti,
sesuai Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh
Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri
yang sah dan belum pernah bercerai;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2022 sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar
karena Penggugat sering mendapatkan kritikan dari keluarga Tergugat

agar Tergugat di pulangkan kerumah orang tuanya;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih
kurang 7 bulan yang lalu;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah
didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar
sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan
lagi (Onheil baar tweespalt) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah pecah sedemikian rupa (broken down marriage);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti
suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta
mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (mafsadah yang
lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang
salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat
dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan
fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang
berakibat Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal
sejak lebih kurang 7 bulan yang lalu, yang disebabkan sebagaimana terurai
dalam duduk perkaranya, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan
undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu untuk membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah
tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti
beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
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Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1
dan 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat
terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula
mengutus wakil/lkuasanya untuk menghadap di persidangan dan tidak
ternyata ketidakhadirannya disebabkan alasan yang sah, sedangkan dalil
gugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum,
maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat
dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,
terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Argamakmur pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025

Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1446 Hijriah oleh kami
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Syamdarma Futri, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sudiliharti, S.H.I.
dan Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan
kepada Para Pihak melalui sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari
Selasa, tanggal 4 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5
Sya’ban 1446 Hijriah, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota
tersebut dan dibantu oleh Amelia Kresnasari, S.H. sebagai Panitera
Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik,
tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Syamdarma Futri, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota
ttd ttd
Sudiliharti, S.H.I. Rusdi Rizki Lubis, S.Sy.,S.H. M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Amelia Kresnasari, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses Rp. 100.000,00
3. Panggilan Rp. 60.000,00
4. Biaya PNBP Rp. 20.000,00
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5. Redaksi RP. 10.000,00
6. Materai Rp. 10.000.,00
Jumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
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